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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 SIMPULAN 

1. Banyak sekali pertimbangan para hakim konstitusi dalam mengambil keputusan 

untuk memutuskan permohonan yudicial review terhadap Undang - Undang 

perkawinan No. 1 Tahun 1974  yang diajukan oleh Aisya Mochtar alias machica 

Mochtar 

Sesuai dengan alasan yang diutarakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi Maria 

Farida Indrati bahwa yang menjadi dasar hukum dari putusan Mahkamah 

Konstitusi No 46/PUU – VIII/2010 yaitu pasal 28D ayat (1) yaitu “Setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selain itu dengan 

mempertimbangkan kelanjutan hidup anak akibat dari hubungan luar kawin yang 

dilakukan orang tuanya, yang dianggap dosa tersebut tidak pantas diterima anak 

luar kawin tersebut 

2. Dalam pembahasan tadi sudah dijelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi 

ini dapat mematahkan peraturan perundang – undangan sebelumnya yang jelas 

melindungi hak keperdataan istri dan anak yang sah, namun pasca putusan 

mahkamah konstitusi seakan sudah tidak ada lagi perlindungan hak keperdataan 

khususnya waris terhadap anak luar kawin suaminya. 

Dapat diambil kesimpulan untuk perlindungan hukum hak keperdataan khususnya 
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waris terjadi kekosongan hukum. Dalam hal ini dapat dipastikan tidak ada lagi keadilan 

terhadap istri sah, karena dimata hukum negara Indonesia tidak ada perbedaan perolehan 

hak antara anak akibat dari perkawinan yang sah dengan anak hasil perkawinan sirih atau 

dapat disebut tidak sah. 

4.2 Saran 

Saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meninjau kembali putusan 

Mahkamah Konstitusi No 46/PUU – VIII/2010, dimana mahkamah konstitusi perlu 

mempertimbangkan kembali bagaimana keadilan untuk istri sah dan anak yang sah. 

Terhadap hak – haknya jika diberlakukannya putusan tersebut. Selain itu perlu 

dipertimbangkan kembali dampak dari putusan tersebut.  

Perlu dibuat perundang – undangan baru guna melindungi hak istri dan anak yang 

sah, agar ada perbedaan perlindungan hak antara anak akibat perkawinan yang sah 

dengan anak luar kawin. 
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